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BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/2y /Kpts/BPT-PS/ 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN ’
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMA,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN FEMERINTAH

: KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

Z‘ BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan
Nomor 821.2/278/BKPSDM-2019 tentang Mutasi Jabatan
Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan, maka perlu dilakukan Perubahan Keempat
Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor
900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada Masing-Masing Perangkat
Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna
Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran
‘ dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana
dimaksud pada huruf a, berdasarkan usulan dari Kepala
Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten
.Pesisir Selatan;

c.  bahwa berdesarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Keempat Atas
Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor
900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada Masing-Masing Perangkat
Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah  Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
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. Perimbangan Keuangan Antara

Tahun 1956 Nomor 25) jis
21 Tahun 1957 (Lembaran
Tehun 1957 Nomor 77) Jo

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
ara Republik Indonesia Tahun 2003

Negara (Lembaran Neg )
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

Republik Indonesia
Undang Drt. Nomor

Negara Republik Indonesia

Negara
Undang-

1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

15 Tahun 2004 tentang
anggung Jawab Keuangan
lik Indonesia Tahun 2004
Negara Republik

Undang-Undang Nomor

Undang-Undang Nomor
Pemeriksaan, Pengelolaan dan T
Negara (Lembaran Negara Repub
Nomor 66, Tambahan Lembaran

Indonesia Nomor 4400);
33 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Unda_mg—Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
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10.

11

12.

13.

14,

15.

16.

i

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
gan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
mbaran Negara Republik Indonesia

Peraturan
Pelaporan Keuan
(Lembaran Negara
25, Tambahan Le

Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasarn Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk  Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8o Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Daerah Kabupaten Fesisir Selatan Nomor 9
Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
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19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ;

20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan;

21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

22. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor
ea. 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada Masing-Masing Perangkat
Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati
Pesisir Selatan Nomor 900/122/Kpts/BPT-PS/2019
tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Pesisir
Selatan ~ Nomor  900/2/Kpts/BPT-PS/2019  tentang
Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna
Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-
Masing Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

® MEMUTUSKAN :
) Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keempat Atas Lampiran II, III, V, XI, X1V, XIX, XX,
XXI, XXII, XXIII, XXVII, XXX, XXXIII dan XXXIV Keputusan
Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019
tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna
Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-Masing
Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2019, sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. ,

KEDUA Lampiran 11, III, V, XI, XIV, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXVII,
XXX, XXXIII dan XXXIV sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU keputusan ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
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®

KETIGA

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat

Daerah.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan|di Painan
Pada tangghl\ #f Maret 2019

IR SELATAN,

HEN ONI
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